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PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR KEP-34/K/SU/2010

TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa indikator kinerja utama sasaran  strategis
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
tahun 2010-2014 tidak sepenuhnya dalam kendali
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

b. bahwa indikator kinerja sasaran tersebut pada huruf
a, untuk tahun 2014 perlu disesuaikan mengikuti
kecenderungan yang terjadi pada tahun 2010 sampai
dengan 2013;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mengubah
Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor KEP-34/K/SU/2010 tentang
Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Tahun 2010-2014, dan menetapkan



2014, No.1059

Mengingat

1.

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor KEP-1644/K/SU/2012 tentang
Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Tahun 2010-2014;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2010-2014;

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 10);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68/M
Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
(Renstra-KL) 2010-2014;

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan;

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K /2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
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dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013
tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP -
06.00.00-286/K/2001 (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 332);

7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor KEP-34/K/SU/2010 tentang
Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN NOMOR KEP-34/K/SU/2010
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2010-2014.

Pasal 1

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor KEP-34/K/SU/2010 tentang Rencana Strategis Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2010-2014 yang telah
diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Nomor KEP-1644/K/SU/2012 tentang Rencana
Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2010 -
2014 diubah sebagai berikut:

Mengubah Lampiran Keputusan Kepala BPKP  Nomor KEP -
34/K/SU/2010 tentang Rencana Strategis BPKP Tahun 2010-2014
terhadap target kinerja tahun 2014 pada 11 (sebelas) Indikator Kinerja
Utama (IKU), cara penilaian pada 2 (dua) IKU, dan menghapus 1 (satu)
IKU, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juli 2014

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

MARDIASMO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANG AN DAN
PEMBANGUNAN NOMOR KEP-34/K/SU/2010
TENTANG RENCANA  STRATEGIS BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2010-2014

BUTIR-BUTIR PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2010-2014

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) Tahun 2010-2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKP
Nomor KEP-34/K/SU/2010, sebagaimana telah diubah pertama kali dengan
Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-1644/K/SU/2012, perlu disesuaikan
sehubungan realisasi indikator kinerja utama pada periode Renstra. Sehubungan
dengan kondisi tersebut, Renstra BPKP 2010-2014 perlu diubah untuk kedua
kalinya terutama menyangkut target sebanyak 11 indikator kinerja utama (IKU)
yang harus dicapai pada tahun 2014, perubahan cara penilaian IKU, dan

penghapusan IKU.

A. Perubahan Target IKU Tahun 2014
Perubahan target IKU tahun 2014 disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Perubahan Target IKU Tahun 2014
No. TARGET 2014
Uru INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEMULA | MENJADI | KET.

1 | IKU Nomor 3: Persentase IPD 95% 90% Turun
yang laporan keuangannya
memperoleh opini minimal WDP




